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ANONIM PUTUSAN
Nomor 222/Pdt.G/2023/MS.Ttnh
S\ P\ T z
s S Y

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang
dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Gampong XXXXXX Kecamatan
Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, Aceh,

dengan alamat email  -------- @gmail.com

sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D4, tempat
kediaman Gampong XXXXXX Kecamatan
Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, Aceh,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak
Tuan pada hari itu juga dengan register perkara  Nomor
222/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 5 bulan dan setelah itu
pindah kerumah kontrakan di Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie
Raja Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan,
setelah itu pindah lagi kerumah kediaman bersama yaitu di Gampong
XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan dan sudah di
karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. XXXXX usia 9 tahun;

2.2. XXXXX usia 4 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohom
yang pernah merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang 7 tahun 3
bulan;

4, Bahwa sejak Agustus 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau ketika di ajak berhubungan;

4.2. Termohon sering marah marah kepada Penggugat;

4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami;

5. Bahwa puncak permasalah rumah tangga Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 dan Pemohon telah turun dari
rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang 6 bulan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil di
sebab kan Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.222/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah
Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan
atas panggilan tersebut, Pemohon secara in person menghadap ke
persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan
ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut
hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui
mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap
ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya semula;
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena
Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh
halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak
Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan
pembuktian (rechtsverwerking);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Foto

kopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXXXX tanggal 02-

08-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan

Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

2. Foto
kopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXX tanggal 10 November

2013 atas nama XXXXX dan Janibah, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja,
Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan sudah dicocokan
dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim
diberi tanda bukti P.2;
B. Bukti Saksi.
Saksi 1, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong
XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupeten Aceh Selatan, sebagai kakak
kandung di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai

suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
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- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama terakhir di rumah milik bersama di gampong XXXXXX
Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
orang anak masing-masing bernama XXXXX (pr) dan XXXXX (pr) yang
sekarang berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan
harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon
selaku suaminya, Termohon tidak melayani Pemohon seperti
menyiapkan makanan dan Termohon juga enggan ketika diajak
berhubungan suami istri;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi
tahu dari Termohon agar saksi menasehati Pemohon. Selain itu
Pemohon juga pernah meminta saksi dan keluarga serta keluarga
Termohon saat lebaran idulfitri tahun 2023 untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun akhhirnya terjadi perdebatan antara
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah Pemohon sendiri;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah
kepada Termohon, namun untuk anak ada diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian baik dari pihak
keluarga maupun dari pihak aparatur Gampong untuk merukunkan
kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon;
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Saksi 2, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong
XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupeten Aceh Selatan, sebagai besan
keponakan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai
suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama terakhir di rumah milik bersama di gampong XXXXXX
Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
orang anak masing-masing bernama XXXXX (pr) dan XXXXX (pr) yang
sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, dan sepengetahuan saksi idul fitri tahun 2023 rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihnan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon
selaku suaminya, Termohon tidak melayani Pemohon seperti
menyiapkan makanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi
tahu saat ikut mendamaikan pada saat lebaran idulfitri tahun 2023
hingga terjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
7 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah
kepada Termohon, namun untuk anak ada diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian baik dari pihak
keluarga maupun dari pihak aparatur Gampong untuk merukunkan
kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
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- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Selatan, sehingga
sesuai ketentuan Pasal 66 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan
telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXX dan ikatan perkawinan
tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan
demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara
cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7
Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian
dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan
hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah permohonan Pemohon ke Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan agar diberi
izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan
antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak 3 (tiga) malam pernikahan yang puncaknya terjadi pada
bulan November 2021 yang disebabkan Termohon tidak pernah mau ketika di
ajak berhubungan, Termohon sering marah marah kepada Penggugat,
Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami. Puncak
pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022 Pemohon pergi meninggalkan
Termohon dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan sejak saat itu Pemohon dan
Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun
tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan
lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu Lina
Marlina binti Zainal dan Nurhamijah binti Adnan;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285
R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pernikahan Pemohon
dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai
perselisihan rumah tangga, pisah tempat tinggal dan upaya damai keterangan
sebagaimana pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang diketahui sendiri,
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti
tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan
Pemohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
saat menikah status Pemohon perjaka dan Termohon gadis, telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.222/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun
damai, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya,
Termohon tidak melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan
yang lalu dan sejak Pemohon dengan Termohon berpisah diantara
keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya
suami-isteri;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah berupaya untuk
mencari keberadaan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim
berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya
dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Hakim
berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu
membina keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah dan rahmah,
sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon yang sedemikian itu, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi
apa dan siapa, serta seberapa besar ukuran yang menjadi faktor penyebab
timbulnya keretakan rumah tangga, pada kenyataannya antara Pemohon
dengan Termohon telah pisah rumah 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon sudah
tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan oleh karena itu dapat dinilai,
bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi pecah
dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya serta tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang
demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di
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Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi
dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram,
tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang
lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan
yang dianggap lebih ringan madlaratnya daripada mempertahankan sementara
salah satu pihak tidak menginginkan hidup bersama kembali, Hal ini sejalan
dengan gaidah fighiyah yaitu:
L yio Lagasl CLSG,L Lan,uST cne ) oliamas o las 3]
Artinya: “Apabila saling berhadapan dua perkara yang mengandung mafsadat,
maka dihindari hal yang paling besar dengan melakukan hal yang paling
ringan madharatnya”.

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum
daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam
keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat
yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus
dihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah:
dlawll > o ol awlaalls
Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat”;

dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur’an
surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :
Artinya:,“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan

talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha
mengetahui”,

Menimbang, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 534
K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;
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Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor
1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis, menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan
tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan
pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga
dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi
didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah
membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat permohonan
Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan Pemohon dan
Termohon telah terjadi hubungan suami-isteri (ba’'da dukhul) dan belum pernah
terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka putusan yang akan
dijatuhkan adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak
Satu Raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum Termohon
yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan
ketentuan pasal 149 Rbg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah
Syar'iyah Tapaktuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah
Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Muhammad
Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.l., M.H.
dan Reni Dian Sari, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar
Arafat, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

D.T.O. D.T.O.
Yasin Yusuf Abdillah, S.H.l., M.H. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.l.
Panitera Pengganti,

D.T.O.
Fajar Arafat, S.H.l.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Anonim Putusan No.222/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan 'Rp 32.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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